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BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumba Barat, menyebutkan bahwa data yang
digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan
keuangan daerah adalah data realisasi APBD 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun
anggaran yang direncanakan;

b. bahwa data yang digunakan sebagai dasar

perhitungan kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Sumba Barat adalah realisasi APBD
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);


Bagian Hukum
SALINAN


Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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11
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah
dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba BaratTahun 2017 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Barat Nomor 0069).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0082);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 0083);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
Jjabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan
komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan
DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua
DPRD sehari-hari.

Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana bagi
hasil, dan dana alokasi umum.

Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan
penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.



BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Formula Perhitungan

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.

b.

(1).

(2).

(3).

diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

dibawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi Pendapatan
Umum Daerah dikurangi dengan realisasi belanja Pegawai Aparatur
Sipil Negara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai
Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Kondisi realisasi Pendapatan Umum Daerah dan realisasi belanja Pegawai
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

a.

b.

Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67,171,898,044.65
2. Dana Bagi Hasil Rp. 6,536,323,202.00
3. Dana Alokasi Umum Rp. 394,333,297,500.00

Jumlah (@) Rp.  468,041,518,746.65

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp. 165,949,819,123.00
Jumlah (b) Rp. 165,949,819,123.00
Selisih (a) - (b) Rp. 302,091,699,623.65




Pasal 5

(1). Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 bahwa  kemampuan  keuangan daerah  adalah
Rp.302.091.699.623,65 (tiga ratus dua milyar Sembilan puluh satu juta
enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga
rupiah enam puluh lima sen).

(2). Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai tolak wukur penentuan pemberian Tunjangan
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan
DPRD.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 termasuk kedalam kelompok kemampuan
Keuangan Daerah Sedang.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

Pasal 7

(1).Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali
dari uang representasi ketua DPRD.

(2). Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagai barikut:

a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang
representasi ketua DPRD; dan

b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua
koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

(3). Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses

(4).Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih
lanjut oleh Pimpinan DPRD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, ¥ Juni 2022

BUPATI SUMEA BARAT,

ttd

YOHANIS'DADE
Diundang di Waikabubak Salinan sesuai dengan aslinya
Pada tanggal, § guni Zcdd
Pj. SEKRETARIS DAERAH /
KABUPATEN SUMBA BARAT, _

AGUS SE.J SH

Pembina Tk. I -1IV/b

ted NIP . 19690824 200312 1 006

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR .2z


Bagian Hukum
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